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Barang milik daerah
Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) 

bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau 

dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tak Berwujud adalah Aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau

digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan

untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan

untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Kemitraan adalah Aset yang digunakan dalam Perjanjian antara dua fihak atau lebih

yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan

menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki
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Aset Lainnya adalah Aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, 

investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan

SIKLUS PENGELOLAAN BMD

a. perencanaan kebutuhan dan

penganggaran;

b. pengadaan;

c. penggunaan;

d. pemanfaatan;

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. penilaian;

g. penghapusan;

h. pemindahtanganan;

i. penatausahaan;

j. pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian.

PP 6/2008

a. Perencanaan Kebutuhan dan 

penganggaran;

b. pengadaan;

c. Penggunaan;

d. Pemanfaatan;

e. pengamanan dan pemeliharaan;

f. Penilaian;

g. Pemindahtanganan; 

h. Pemusnahan;

i. Penghapusan;

j. Penatausahaan; dan

k. pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian.

PP 27/2014
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RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BMD

1. Pejabat pengelola barang milik daerah;

2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

3. Pengadaan;

4. Penggunaan;

5. Pemanfaatan;

6. Pengamanan dan pemeliharaan;

7. Penilaian;

8. Pemindahtanganan;

9. Pemusnahan;

10.Penghapusan;

11.Penatausahaan; 

12.Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

13.Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan 

keuangan Badan Layanan Umum Daerah:

14.Barang milik daerah berupa rumah negara; dan

15.Ganti rugi dan sanksi.
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BARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAH

BMD

APBD

Belanja Modal

Belanja Barang

PEROLEHAN LAIN 
YANG SAH

Hibah/sumbangan

Perjanjian/kontrak

Peraturan 
perundang-undangan

Keputusan 
pengadilan

Divestasi

Dilarang digadaikan/dijaminkan 

untuk mendapatkan pinjaman 

atau diserahkan kepada pihak lain 

sebagai pembayaran atas tagihan 

kepada pemda

Tidak dapat disita sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-

undangan

Dilengkapi

dokumen

pengadaan

Dilengkapi

dokumen

perolehan
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BARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAHBARANG MILIK DAERAH

BMD

APBD

Belanja Modal

Belanja Barang

PEROLEHAN LAIN 
YANG SAH

Hibah/sumbangan

Perjanjian/kontrak

Peraturan 
perundang-undangan

Keputusan 
pengadilan

Divestasi

meliputi

hibah/sumbangan atau

yang sejenis dari

negara/lembaga

internasional sesuai

peraturan perundang-

undangan

antara lain berasal dari:

1. kontrak karya;

2. kontrak bagi hasil;

3. kontrak kerjasama;

4. perjanjian dengan

negara

lain/lembaga

internasional; dan

5. kerja sama

pemerintah daerah

dengan badan

usaha dalam

penyediaan

infrastruktur

7

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang

2. Pengelola Barang

3. Pejabat Penatausahaan Barang

4. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

6. Pengurus Barang Pengelola

7. Pengurus Barang Pengguna

8. Pengurus Barang Pembantu 

Permendagri 19/2016Permendagri 19/2016
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PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BMD

Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD, yang dalam hal ini 

berwewenang dan bertanggung jawab terkait:

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik 

daerah;

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;

e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan

persetujuan DPRD;

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang

milik daerah sesuai batas kewenangannya;

g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau

bangunan; dan

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama

penyediaan infrastruktur.
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PENGELOLA BARANG

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang  yang dalam hal ini berwewenang dan 

bertanggung jawab :

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang

milik daerah;

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang 

memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan

penghapusan barang milik daerah;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah

disetujui oleh Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD;

f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
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PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG

Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku

Pejabat Penatausahaan Barang yang dalam hal ini berwewenang dan bertanggung 

jawab :

a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan  persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;

b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah 

kepada Pengelola Barang;

c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul

pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan

persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur 

pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang

milik daerah; 
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Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG

e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan

pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh

Gubernur/Bupati/ Walikota atau DPRD;

f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang

milik daerah;

g. melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak 

dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola 

Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;

h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud 

pada huruf g;

i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas 

pengelolaan barang milik daerah; dan

j. menyusun laporan barang milik daerah.
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PENGGUNA BARANG

Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, yang dalam hal ini berwewenang dan bertanggung 

jawab :

a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD 

yang dipimpinnya;

b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang  yang diperoleh dari 

beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam 

penguasaannya;

f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan  DPRD dan barang milik 

daerah selain tanah dan/atau  bangunan;
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Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota

PENGGUNA BARANG

g. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak 

digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;

h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

i. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik

daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

j. menyusun dan menyampaikan laporan barang  pengguna semesteran dan laporan 

barang  pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola

Barang.
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KUASA PENGGUNA BARANG

dapat melimpahkan

sebagian kewenangan 

dan tanggung jawab

PENGGUNA 

BARANG

PENGGUNA 

BARANG

KUASA 

PENGGUNA 

BARANG

KUASA 

PENGGUNA 

BARANG

berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, 

lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif

lainnya.

Ditetapkan oleh Kepala Daaerah 

atas usul Pengguna Barang.
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PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang membidangi fungsi

pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang  berwenang dan bertanggung jawab:

a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada 

Pengguna Barang;

b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh 

dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh 

Pengurus Barang  dan/atau Pengurus Barang  Pembantu;

d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah

berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan 

barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;

e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
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Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota



PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG

f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

g. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus 

Barang dan/atau Pengurus Barang  Pembantu;

h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan

Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari

gudang penyimpanan;

i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap

tahun;

j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi

fisik barang milik daerah; dan

k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang

Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
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PENGURUS BARANG PENGELOLA

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang

milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengelola berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam

penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan

Barang;

b. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam 

penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada

Pejabat Penatausahaan Barang;

c. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang

milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota;

d. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan 

dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan

Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan 

penghapusan barang milik daerah;
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Ditetapkan dengan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota

atas usul Pejabat Penatausahaan Barang



PENGURUS BARANG PENGELOLA
e. menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak  digunakan untuk kepentingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain 

kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;

f. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;

g. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;

h. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan

i. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan

serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan BMD.

Pengurus Barang Pengelola secara administratif dan secara fungsional bertanggung jawab

atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan

Barang.

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat 

dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat 

Penatausahaan Barang.
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Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan 

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/ 

pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD

PENGURUS BARANG PENGGUNA

Pengurus Barang Pengguna berwenang dan bertanggungjawab:

a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik 

daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 

DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah;

h. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang; 20

Ditetapkan dengan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota atas usul Pengguna Barang



PENGURUS BARANG PENGGUNA
j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang

Pengguna;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang 

dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik

barang;

o. melakukan stock opname barang  persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik 

daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; 

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang

dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola 

Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna 

Barang.
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PENGURUS BARANG PENGGUNA

22

Pengurus Barang Pengguna secara administratif bertanggung jawab kepada

Pengguna Barang dan secara fungsional bertanggung jawab atas

pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat

Penatausahaan Barang

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang

Pengguna dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang 

ditetapkan oleh Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai

penjamin atas kegiatan/ pekerjaan/penjualan tersebut yang 

anggarannya dibebankan pada APBD



PENGURUS BARANG PEMBANTU

Pembentukan Pengurus Barang Pembantu dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah

barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan

pertimbangan objektif lainnya.

Pengurus Barang Pembantu berwenang dan bertanggungjawab:

a. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah 

yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;

d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna 

Barang;

e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang

milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan 

DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau  bangunan;

f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Kuasa Pengguna Barang  dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;

g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik 

daerah 23

Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Pengurus Barang Pembantu atas usul Kuasa Pengguna

Barang melalui Pengguna Barang

PENGURUS BARANG PEMBANTU
h. menyusun laporan barang  semesteran dan tahunan;

i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;

j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;

k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang 

dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;

l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

m. memberi label barang milik daerah;

n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna

Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik 

daerah pengecekan fisik barang;

o. melakukan stock opname barang  persediaan;

p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik 

daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;

q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna

Barang dan laporan barang milik daerah; dan

r. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna 

Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.
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PENGURUS BARANG PEMBANTU
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Pengurus Barang  Pembantu baik secara langsung maupun tidak 

langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan 

pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang 

anggarannya dibebankan pada APBD

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BMD
KDH

Pemegang Kekuasaan 

Pengelolaan BMD

SEKDA

Pengelola Barang

Kepala SKPD

Pengguna Barang

Kuasa Pengguna 

Barang

Pengurus Barang 

Pembantu

Pejabat Penatausahaan 

Pengguna Barang

Pengurus Barang 

Pengguna

PPKD

Pejabat Penatausahaan 

Barang

Pengurus Barang 

Pengelola

Pembantu Pengurus 

Barang Pengelola
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Pembantu Pengurus 

Barang Pengguna



TERIMA KASIH
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